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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mana segala hal di atur 

dengan hukum, hal lini ltertuang ldalam lPasal l1 layat l(3) lUndang-undang l1945 lyang 

lberbunyi l“Indonesia ladalah lNegara lHukum”, lselanjutnya ldalam lpenjelasan 

lUndang-Undang lDasar lTahun l1945 ldisebutkan lbahwa l“ lNegara lIndonesia 

lberdasarkan latas lhukum l(rechstaat) ltidak lberdasarkan lkekuasaan lbelaka 

l(mochstaat), lketentuan lpasal ltersebut ltersebut lmerupakan llandasan lkonstitusional 

lbahwa lIndonesia ladalah lNegara lyang lberdasarkan lHukum. 

Gagasan lNegara lhukum ltelah llama ldi lkembangkan loleh lpara lfilsuf ldari 

lzaman lYunani lKuno. lPada lawalnya ldalam lbuku l“the lRepublic” lPlato lberpendapat 

lbahwa ladalah lmungkin lmewujudkan lnegara lideal luntuk lmencapai lkebaikan, lyang 

lberintikan lkebaikan, lUntuk litu lkekuasaan lharus ldi lpegang loleh lorang lyang 

lmengetahui lkebaikan. lSeorang lfilosof l(the lphilosopher lking) ldalam lbukunya l“the 

lStatesmen” ldan l”the lLaw”, lPlato lmenyatakan lbahwa lyang ldapat ldiwujudkan 

ladalah lbentuk lpaling lbaik lkedua l(the lsecond lbest) lyang lmenempatkan lsupremasi 

lhukum. l 

Pemerintahan lyang lmampu lmencegah lkemerosotan lkekuasaan lseseorang 

ladalah lpemerintahan loleh lhukum. lSenada ldengan lPlato, ltujuan lNegara lmenurut 
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lAristoteles ladalah luntuk lmencapai lkehidupan lyang lpaling lbaik l(the lbest llife 

lpossible) lyang ldapat ldicapai ldengan lsupremasi lhukum. lHukum ladalah lwujud 

lkebijaksanaan lkolektif lwarga lNegara l(collective lwisdom), lsehingga lperan 

lwargalNegara ldiperlukan ldalam lpembentukannya. lNegara l lhukum l lmempunyai 

lkewenangan latau lkekuasaan lyang lterpusat ldalam lsatu lpemerintahan ldengan 

lmenggunakan lsistem lpresidensial. lAkan ltetapi lkewenangan ltersebut ltidaklah lserta-

merta ldijalankan lsemuanya loleh lpresiden,namun lada lbeberapa llembaga lyang 

lmengatur lseluruh lberjalannya lnegara ltersebut. lPembagian lkekuasaan latau 

lkewenangan ltersebut lmenggunakan lsistem ltriaspolitica, lyaitu llegislatif, leksekutif, 

ldan lyudikatif. 

Kepolisian ltermasuk ldalam lkewenangan lEksekutif, lKepolisian lmemiliki lunit 

lyang lberbeda-beda lseperti lShabara, lBrimob, lDensus, lPropam ldan llain-lain l 

lmengenai lkeamanan ldidalam lhubungan lmasyarakat ldijaga loleh lkepolisian. lSelain 

ltugas lkeamanan lsipil lyang lmelekat lpada lkepolisian, lada ltugas llain lyakni lsalah 

lsatunya lmenyelenggarakan lsegala lkegiatan ldalam lmenjamin lkeamanan, 

lketertiban, ldan lkelancaran llalu llintas ljalan. 

Lalu Lintas dan angkutan jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat 

dengan masyarakat, setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan bermacam-

macam kepentingan. Sejarah lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia telah 

melewati berbagai kondisi zaman dibarengi dengan berbagai kemajuan di bidang 

ilmu pengetahuan dan teknologi sampai peerubahan pola tingkah laku masyarakat. 

LLAJ lketika lpada lmasa lpemerintahan lHindia lBelanda ldiatur ldalam 
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l“werverkeersordonnantie” l(Staatsblad l1933 lNo.86). lperkembangan lselanjutnya 

lwerverkeersordonnantie ltidak lsesuai llagi ldengan ltuntutan ldan ldirubah llagi ldalam 

lStaatsblad l1940 lNo.72. lLalu l ldirubah llagi lsetelah lIndonesia lmerdeka ltepatnya 

lpadaltahun l1951 ldengan lUndang-Undang lNomor l3 lTahun l1951 ltentang lperubahan 

ldan ltambahan. Selang 15 tahun kemudian dari berlakunya Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 1951 Pemerintah Indonesia mengatur lagi (UU lLLAJ) lke ldalam 

lundang-undang lyang lbaru lserta lmencabut lperaturan lyang lsebelumnya ltentang llalu 

llintas ldan langkutan ljalan. lmaka llahirnya lUndang-Undang lNomor l3 lTahun l1965 

ltentang lLalu lLintas ldan langkutan ljalan lyang lpada lwaktu litu latas lpersetujuan 

lbersama lantara lPresiden lSoekarno ldengan lDPR lGR l(Dewan lPerwakilan lRakyat 

lGotong lRoyong l). l 

Undang-Undang lNomor l3 lTahun l1965 lbahwa lini ladalah lUndang-Undang 

lpertama lyang lmengatur lLalu lLintas ldan langkutan ljalan ldi lIndonesia lsetelah 

lIndonesia lmerdeka. lSeiring ldengan lperkembangan lzaman ldan lilmu lpengetahuan 

lteknologi lpada l27 lTahun lkemudian ldiatur lkembali lLLAJ ldi lIndonesia ldengan lUU 

lyang lbaru lyaitu lUU lNomor l14 lTahun l1992. lAda lhal lyang lmenarik ldari lUU lNomor 

l14 lTahun l1992 lini lbahwa lUU lini lsempat lditangguhkan lselama lsetahun lmelalui 

lPerpu lNomor l1 lTahun l1992 lyang ldisahkan lmenjadi lUU lNomor l22 lTahun l1992. 

lSebagaimana lyang lterdapat ldalam lKonsideran lUU lNomor l22 lTahun l1992 lpoin lc. 

Dengan llahirnya lUU lNomor l22 lTahun l1992 lmakanya lUU lNomor l14 lTahun 

l1992 lditangguhkan lpelaksanaanya lyang ldirencanakan lpada l17 lSeptember l1992 

lmenjadi l17 lSeptember l1993 lkarena lberbagai lpertimbangan ldari lpemerintah. 
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lSelanjutnya lUU lmengenai lLLAJ lterakhir lkali ldiatur ldi lIndonesia ldengan lUU 

lNomor l22 lTahun l2009 ltentang lLalu lLintas ldan lAngkutan lJalan ldengan lsemangat 

lreformasi ldan lperubahan. 

Berlalu lintas merupakan kebutuhan transportasi yang mutlak bagi 

masyarakat dalam menjalankan mobilitasnya sehari-hari. Masyarakat untuk 

berpergian bisa dengan mudah dan cepat sampai ketujuan. Manusia dalam 

mengembangkan lpemikiran latau lmenciptakan lalat-alat ltransportasi lyang lmenjadi 

lsalah lsatu lalat lyang ldapat lmemudahkan laktifitasnya. lAlat ltransportasi lyang 

ldimaksud ltersebut lsalah lsatunya ladalah lkendaraan lroda ldua l latau l ldisebut l ldengan l 

lsebutan l lsepeda l lmotor. l 

Sepeda lmotor lmenjadi lsalah lsatu ldari lalat ltransportasi lyang lbanyak ldiminati 

lmasyarakat lbaik ldikota lmaupun ldipedesaaan air diseluruh Indonesia. (Miro, 

2012:8). Perkembangan alat transportasi darat dari tahun ke tahun selalu 

meningkat terutama transportasi kendaraan roda dua (sepeda motor) (Maspupa, 

2014:4).  

Peraturan perundang-undangan Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan mengatur setiap pengendara (sepeda motor) untuk berlalu 

lintas dengan baik demi keselamatan bersama di jalan sesama pengguna jalan 

raya, pengemudi sepeda motor wajib memperhatikan keamanan dan kenyamanan 

berkendara (safety riding). Setiap pengendara disamping memahami aturan-aturan 

berlalu lintas tetapi juga yang perlu diperhatikan adalah mengenai lampu utama 

pada kendaraan sepeda motor. 
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Adapun laturan–aturan lyang lsudah lditerapkan ldi lIndonesia ltentang 

lpenggunaan ldan lperalatan lstandart lkendaraan. lSalah lsatunya lperaturan lyang 

lmengatur lpenggunaan llampu lpada lkendaraan lyang lmengacu lpada lintensitas 

lcahaya, ltinggi lpemasangan llampu ldan lposisi ljalan,kemudian lwarna llampu ldi 

lsetiaplbagian l–bagian lkendaraan lbermotor. lDalam lUU lNo. l22 ltahun l2009 ltentang 

lLLAJ, lPasal l48 layat l1, ldijelaskan lbahwa lsetiap lkendaraan lberoda ldua lyang 

ldioperasikan ldi ljalan, lharus lmemenuhi lpersyaratan lteknis ldan llayak ljalan. lLantas 

lpada lPasal l58 ldisebutkan, lsetiap lkendaraan lroda ldua lyang ldioperasikan ldi ljalan, 

ldilarang lmemasang lperlengkapan lyang ldapat lmengganggu lkeselamatan 

lberlalulintas. lSedangkan lmengenai lsanksi lbagi lyang lmelanggar lketentuan llampu 

lutama ldiatur ldalam lPasal l285 layat l(2) lUU lLalu lLintas lsebagai lberikut: l“Setiap 

lpengendaran lkendaraan lberoda lempat latau llebih ldi ljalan lyang ltidak lmemenuhi 

lpersyaratan lteknis lyang lmeliputi lkaca lspion, lklakson, llampu lutama, llampu 

lmundur, llampu ltanda lbatas ldimensi lbadan lkendaraan, llampu lrem, llampu lpenunjuk 

larah, lalat lpemantulcahaya, lalat lpengukur lkecepatan, lkedalaman lalur lban, lkaca 

ldepan, lbumper, lpenggandengan, lpenempelan,atau lpenghapus lkaca lsebagaimana 

lyang ldimaksud ldalam lPasal l106 layat l(3). lPasal l48 layat l(2) ldipidana ldengan lpidana 

lkurungan lpaling llama l2 l(dua) lbulan latau ldenda lpaling lbanyak lRp. l500.000,00 

l(lima lratus lribu lrupiah)”. 

 lPeraturan lPemerintah lNo l55 lTahun l2012 lyang lmengacu lpada lUndang-

Undang lnomor l22 ltahun l2009 lpasal l48 layat l3 ltentang lsistem llampu ldan lalat 

lpemantul lcahaya, ldisebutkan lwarna llampu lyang ldiperbolehkan. lKetentuan 

ltersebut lmeliputi: 
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1. Lampu lutama ldekat lkendaraan lberwarna lputih latau lkuning lmuda. 

2. Lampu lutama ljauh lkendaraan lberwarna lputih latau lkuning lmuda 

3. Lampu lpenunjuk larah lkendaraan lberwarna lkuning ltua, ldengan lsinar 

lkelap-kelip. 

4. Lampu lrem lkendaraan lberwarna lmerah. 

5. Lampu lposisi ldepan lkendaraan lberwarna lputih latau lkuning lmuda 

6. Lampu lposisi lbelakang lkendaraan lberwarna lmerah. 

7. Lampu lmundur lkendaraan lwarna lputih latau lkuning lmuda, lkecuali 

luntuk lkepeda lmotor. 

8. Lampu lpenerangan lpada ltanda lnomor lkendaraan lbermotor ldi lbagian 

lbelakang. 

9. Lampu lisyarat lperingatan lbahaya lpada lkendaraan lberwarna lkuning 

ltua, ldengan lsinar lkelap-kelip. 

10. Lampu ltanda l lbatas ldimensi lkendaraan lbermotor, lberwarna lputih latau 

lkuning lmuda, luntuk lkendaraan lbermotor lyang llebarnya llebih ldari 

l2.100 lmm luntuk lbagian ldepan,dan lberwarna lmerah luntuk lbagian 

lbelakang. 

11. Alat lpemantul lcahaya lpada lkendaraan lberwarna lmerah, lyang 

lditempatkan lpada lsisi lkiri ldan lkanan lbagian lbelakang lkendaraan 

lbermotor. l 

Pasal l48 layat l(1) lUndang-Undang lNomor l22 lTahun l2009 ltentang lLLAJ, 

lUndang l–Undang lberlalu llintas lNo l4 lpoin lC lberbunyi l“dipasang lpada lketinggian 

ltidak lmelebihi l1.500 lmm ldari lpermukaan ljalan ldan ltidak lmelebihi l400 lmm ldari 
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lsisi lbagian lterluar lkendaraan”. lUntuk lbatasan lintensitas lcahaya llampu lpada 

lkendaraan lbermotor lyaitu lpasal l70 lPeraturan lPemerintah l55 l2012 lyang 

lmenerangkan lbahwaldaya lpancar ldan larah lsinar llampu lutama lharus llebih ldari latau 

lsama ldengan l12.000 lcandela. 

 Pengendara lroda ldua lyang lmengganti llampu lutama lmereka ldengan llampu 

lLED lyaitu ljenis l3 llampu lyang lterbuat ldari ltabung lyang ldidalamnya lterdapat ldua 

lelektroda. lLampu lini lmemerlukan ltegangan l ltinggi lyang lmenyebabkan lcahaya 

lyang ldipancarkan lsangat lterang. lMaka ldari litu lbanyak lpengendara lyang lmengganti 

llampu lutama lkendaraan lmereka ldengan llampu lLED ldengan lralasan luntuk 

lmenambah lpenerangan lpada lmalam lhari. 

 lPolresta lmenjelaskan l“namun lmasih lbanyak lyang lbelum lcukup lpaham 

ltentang lpenggunaan llampu lLED lyang ldapat lmengganggu lpengendara llain” lselain 

litu lPolresta ljuga lmenjelaskan lbahwa l“Akhir-akhir lini lbanyak lkeluhan ldari 

lpengendara ldi ljalan lraya lyang lmasuk lkepada lkami lterkait lpenggunaan llampu lLED 

lyang lcukup lmenyilaukan lpengguna ljalan ldari larah lberlawanan. lOleh lkarena litu 

lkami lmencoba luntuk lsedikit lmembahas lpenggunaan llampu lLED lpada lkendaraan 

lbermotor”. 

Selain litu ladapun lalasan lmengapa lpengendara lmenggunakan llampu lLED 

lyaitu lkarena lsedang lmengikuti ltren. l”Banyak lkonsumen lingin lberalih 

lmenggunakan llampu lLED lkarena ltak lpuas ldengan lvisual lpada lmalam lhari lyang 

ldihasilkan llampu lbawaan,banyak lpengendara lyang lmasih ltidak lmengetahui 

lketentuan ldan lbagaimana lmemasang llampu lLED lyang lbenar lsesuai lstandart lbila 
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ldibutuhkan.” Ujar pemilik bengkel Sumber Jaya Bersama yang berlokasi di 

daerah Tiban, Batam. 

Sehingga lhimbauan luntuk ltidak lmenggunakan llampu lLED lyang ltidak lsesuai 

lstandart lberlalu llintas lperlu ldiinfokan lkepada lpengendara-pengendara lyang ltidak 

ltahu latau lsengaja lnamun lmenghiraukan lperaturan ltersebut, lbahwa lmelanggar lUU 

ltentang lstandart llampu ldapat lterkena lsanksi lpasal l58 ldengan ldenda lRp l500,000,-

dan lpenjara lmaksimal l2 lbulan lkurungan. 

Fenomena di atas menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian 

dengan mengambil  judul  “EFEKTIVITAS PENGATURAN STANDAR 

LAMPU LIGHT EMITTING DIODE PADA KENDARAAN BERMOTOR 

DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG” 

1.2. Identifikasi Masalah 

Dari fenomena yang dipaparkan di atas dapat diidentifikasi 

permasalahannya sebagai berikut :  

1. Maraknya lsepeda lmotor lmodifikasi lkhususnya lbagian ldaya 

lpancar(lampu) ldari lstandar lpabrikan ldiubah lmenjadi ldaya 

lpancar(lampu) lmodifikasi lyang lmempunyai ltingkat lcahaya lyang 

lmenyilaukan. 

2. Daya lpancar ldari llampu lutama lharus ldi luji ltingkat ldaya lpancarnya 

lagar ldapat lmenentukan lapakah ldaya lpancar ltersebut ltelah lmelewati 

lambang lbatas. lAdanya lhambatan lSatuan lLalu lLintas l(Satlantas) 
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lKepolisian lResor lKota lBarelang ldalam lmelaksanakan lpenertiban 

lpengemudi lsepeda lmotor lyang lmenggunakan llampu ldengandaya 

lpancar ldi latas lambang lnormal. 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam pembahasan penelitian ini penulis membatasi untuk melakukan 

penelitian hanya pada masalah yang diteliti yaitu mengenai efektivitas lUndang-

Undang lNomor l22 lTahun l2009 lTentang lLalu lLintas ldan lAngkutan lJalan, 

lmekanisme lPolisi ldalam lmenentukan lsuatu ldaya lpancar lpada llampu ltelah 

lmelewati lambang lbatas lnormal, lserta lhambatan ldan lupaya lyang ldi llakukan lpihak 

lpolisi lsatuan llalu lLintas lKepolisian lResor lKota lBarelang ldalam lmelaksanakan 

lpenertiban lpengemudi lsepeda lmotor lyang lmenggunakan llampu ldengandaya 

lpancar ldi latas lambang lbatas lstandar. 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalahnya sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana lEfektivitas lPengaturan lStandar lLampu lLight lEmitting 

lDiode lpada lkendaraan lbermotor l ldalam lUndang-Undang lNomor l22 

lTahun l2009? 

2. Apa lhambatan dan upaya lSatuan lLalu lLintas lKepolisian lResor lKota 

lBarelang ldalam lmelaksanakan lpenertiban lpengemudi lsepeda lmotor 
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lyang lmenggunakan llampuLight lEmitting lDiode ldalam lUndang-

Undang lNomor l22 lTahun l2009? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk lmengetahui ltingkat lefektivitas lpengaturan lstandar ldaya lpancar 

ldalam lUndang-Undang lNomor l22 lTahun l2009 ltentang lLalu lLintas 

lDan lAngkutan lJalan. 

2. Untuk lmengetahui lmekanisme lPolisi ldalam lmenentukan lsuatu ldaya 

lpancar lpada llampu lkendaraan lbermotor ltelah lmelewati lambang 

lbatas. lUntuk lmengetahui lhambatan lSatuan lLalu lLintas lKepolisian 

lResor lKota lBarelang ldalam lmelaksanakan lpenertiban lpengemudi 

lsepeda lmotor lyang lmenggunakan llampu ldengandaya lpancar ldi latas 

lambang lbatas ldan luntuk lmengetahui lupaya ldalam lmengatasinya. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Manfaat   yang   diharapkan   dari   penelitian   ini   melalui   dua pandangan 

diantaranya sebagai berikut: 

1.6.1. Manfaat teoritis 

1. Hasil lpenelitian lini ldiharapkan ldapat lmemberikan lwawasan lkeilmuan 

lkepada lpenulis lmengenai limplementasi lUndang-Undang lNomor l22 
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lTahum l2009 ltentang lLalu lLintas lDan lAngkutan lJalan lTerhadap 

lPengaturan lStandar lDaya lpancar. 

2. Penelitian lini ldiharapkan ldapat lbermanfaat ldan lmenambah lwawasan 

lbagi lpihak-pihak lyang ltertarik lmembahas llebih llanjut 

lmengenailimplementasi l lUndang-Undang lNomor l22 lTahum l2009 

ltentang lLalu lLintas lDan lAngkutan lJalan lTerhadap lPengaturan 

lStandar lDaya lpancar. 

3. Penelitian ini diharpkan dapat menambah informasi dan referensi 

yang bermanfaat bagi penelitian-penelitian yang berkaitan ldengan 

lUndang-Undang lNomor l22 lTahum l2009 ltentang lLalu lLintas lDan 

lAngkutan lJalan. 

1.6.2. Manfaat Praktis 

1. Secara lpraktis lpenelitian lini ldiharapkan ldapat lmenjadi lsuatu lbagian 

lpembenahan latau lperbaikan lterhadap lUndang-Undang lNomor l22 

lTahun l2009 ltentang lLalu lLintas lDan lAngkutan lJalan lTerhadap 

lPengaturan lStandar lDaya lPancar lLampu lpada lkendaraan lbermotor. 

2. Secara lpraktis lhasil lpenelitian lini ldiharapkan ldapat lmemberikan 

lmanfaat lpengetahuan lkepada lpara lpembaca lpada lumumnya ldan ljuga 

lmemberikan lwacana lbaru lbagi lpengguna lsepeda lmotor ldan 

lpengusaha lbengkel lmotor lterhadap lpraktik lmodifikasi lkhususnya 

lbagian ldaya lpancar lpada llampu lkendaraan lbermotor.


